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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Pengasih dan
Penyayang karena oleh anugerahNya penulisan disertasi ini dapat diselesaikan
dengan baik. Disertasi ini berjudul, “Indikasi Penyalah-gunaan Diskresi dalam
Penegakan Hukum Pidana oleh Aparat Kepolisian di Kepolisian Daerah Nusa

Tenggara Timur.” Penulisan disertask ini dimaksudkan untuk memenuhi sebahagian

yang gesan lcsklusiv dan tertutup,
erintal lainnya. Bahkan, ada yang

Beberapa anggota Polri yang emula menyatakan kesediaan membantu penulis,
ketika sampai saat pengumpulan data, telah kurang bersemangat membantu.

Kedua, para anggota Polri ini, sebahagian telah saling kenal baik dengan
penulis, dan sebahagian lainnya belum kenal baik dan baru diperkenalkan dengan
anggota polisi ini oleh teman penulis lainnya. Mereka terkesan tidak mudah
memberikan data yang dibutuhkan, terlebih-lebih anggota polisi yang belum kenal
baik dengan penulis. Penulis merasakan bahwa masih kental sikap curiga bahwa
penulis akan ‘membongkar rahasia’ atau ‘menelanjangi korps kepolisian.’

Ketiga, data kasus-kasus kejahatan berat --dan kasus-kasus ringan tetapi
diproses pidana oleh polisi, untuk disandingkan dengan kasus-kasus berat-- yang
dibutuhkan bagi penulisan disertasi ini ternyata tidak mudah diperoleh karena

memang tidak selalu tersedia, baik secara perseorangan maupun instansi pemerintah,
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termasuk kepolisian. Pihak-pihak yang sebenarnya mengetahui kasus-kasus tersebut,
kurang bersedia membantu, justeru terkesan merahasiakannya.

Keempat, praktik suap dalam kasus-kasus tersebut, yakni kasus-kasus
kejahatan berat dan kasus-kasus ringan tetapi diproses pidana oleh polisi, untuk
disandingkan dengan kasus-kasus berat, secara de facto adalah fakta yang benar-
benar terjadi di lokasi penelitian. Namun secara de jure, cukup sulit membuktikannya

menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia. Inilah yang disebut “Mafia

faktor de jure deéri prakt idak pidana berat yang
dikemukakan d di ini gtk i acto adalah fakta yang
benar-benar tegadi, 1%1 meng ingdikasi” pada judul disertasi ini.
Penambahan kata “in&” v di gantigipasi ada pihak-pihak
tertentu yang merasa t@ggu alq di uata@ mengenai praktik suap

dalam kasus-kasus ters@ Peyg 3 au dirggikan ini bisa menjadi

(rumusan masalah) dalam peneliian int didorong rasa kecintaan peneliti pada bidang
penegakan hukum, terutama kepolisian Republik Indonesia sebagai “Pintu Gerbang”
dan “Ujung Tombak” dalam penegakan hukum di Indonesia. Peneliti sama sekali
tidak mempunyai niat untuk mendiskreditkan, apalagi ingin menjatuhkan nama baik
kepolisian Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Salah satu tujuan akhir
penelitian ini adalah dapat meminimalisasi hingga angka yang serendah-rendahnya
praktik penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian. Sekali lagi ditegaskan
bahwa secara de facto, praktik suap dalam penyalah-gunaan diskresi adalah fakta
yang benar-benar terjadi, akan tetapi tetap saja peneliti menyebutnya “indikasi
penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian.” Hal ini dilakukan karena peneliti
beranggapan bahwa oknum-oknum pelaku penyalah-gunaan diskresi ini, bagaimana

pun, tetaplah manusia-manusia yang memiliki segi-segi atau bagian-bagian kebaikan
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dalam dirinya, yang tentu saja “bisa berubah menjadi lebih baik™ kalau ada kemauan
untuk memperbaiki diri.

Praktik penyalah-gunaan diskresi oleh aparat kepolisian ini bukanlah rahasia
umum lagi, begitu juga dengan praktik suap di dalamnya, dalam disertasi ini
dikemukakan juga hasil-hasil penelitian yang dilakukan pihak kepolisian Republik
Indonesia maupun hasil penelitian individu atau lembaga lain tentang hal yang sama.

Hasil-hasil penelitian tersebut kurang-lebih sama atau tidak berbeda dengan hasil

penelitian disertasi in sebut mengakui dan bahkan
mengemukakan hal-h 10 menjadi perhatian peneliti
disertasi ini. Migalnya, Jilakukan oknum-oknum

aparat kepolisiap penipuan, pemerasan,

penggelapan, sg Darat kepolisian.

kata “indikasi” dalam$judt praktik-praktik suap tersebut
benar, atau belum tentu bisa
dibuktikan secara hukum (de jure) meskipun peneliti yakin bahwa praktik-praktik
suap tersebut adalah fakta yang benar-benar terjadi (de facto). Hal ini ditegaskan juga
pada bagian-bagian disertasi ini yang membahas mengenai praktik-praktik suap
tersebut, dan di sini peneliti --untuk menghormati asas praduga tak bersalah--
menganggapnya barulah berupa “indikasi” yang belum tentu bisa dibuktikan secara
hukum.

Kelima, pendekatan dengan para informan dan responden memerlukan waktu
yang lama. Setelah lama melakukan pendekatan dengan para informan dan
menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian-penelitian yang dilakukan bagi
kepentingan masyarakat, barulah para narasumber kemudian bersedia memberikan

data yang dibutuhkan dalam penulisan disertasi ini.
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Disertasi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari banyak
pihak. Oleh karena itu, dengan tulus dan ikhlas penulis menyampaikan rasa hormat

dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., yang Sangat Terpelajar, selaku Rektor Universitas
Sebelas Maret, Surakarta, yang telah menciptakan iklim yang kondusif di

lingkungan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

a0 Sangat Terpelajar, sebagai

las Maret, Surakarta, beserta

sebhagai Penguji yang

tuk menyempurnakan

disertasi ini, penulis dibiming dengan penuh kesabaran memberikan arahan-

arahan, baik aspek substantif maupun aspek metode penelitian. Bimbingan dan

arahan-arahan ini sangat bermanfaat dan darinya

5. Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., yang Sangat Terpelajar, sebagai Co.
Promotor, yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan-arahan, baik aspek
substantif maupun aspek metode penelitian dalam penelitian disertasi ini.
Bimbingan dan arahan-arahan ini telah memberikan berbagai pengetahuan serta
wawasan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyelesaian disertasi ini.

6. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.H., yang Sangat Terpelajar, sebagai
Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi dan sebagai Penguji, yang dengan penuh
kesabaran senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, arahan, dan koreksi-
koreksi yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan penulisan disertasi ini.
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10.

11.

12.

13.

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., yang Sangat Terpelajar, sebagai mantan
Kepala Program Doktor lImu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
menjadi peserta dalam Angkatan 2013, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Beliau sebagai Penguji, dengan
penuh kesabaran senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, arahan, dan
koreksi-koreksi yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan penulisan disertasi

ini.

Penguji, yang telah memberikan arahan, dan koreksi-koreksi yang sangat
bermanfaat bagi penyempurnaan penulisan disertasi ini.

Bapak-Bapak dan Ibu Dosen Pengampu Matakuliah pada Program Doktor limu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, yang Sangat
Terpelajar: Prof. Dr. Setiono, S.H., Prof. Dr. Liek Wilardjo, Prof. Dr. Bagir
Manan, S.H., MCL., Prof. Dr. Maman Suparman, S.H., M.H., Prof. Dr. Insan
Budi Maulana, S.H., LLM., Prof. Dr. Widyo Pramono, S.H., M.Hum.,,
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, S.H., yang selalu memberikan motivasi serta telah
membekali dan memperluas wawasan keilmuan kami.

Prof. Ir. Frans Umbu Data, M.App.Sc., Ph.D., selaku mantan Rektor Universitas
Nusa Cendana, Kupang, yang telah menugaskan penulis untuk mengikuti
perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Sebelas Maret, Surakarta, Angkatan 2013.



14. Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.S., Ph.D., selaku Rektor Universitas Nusa Cendana,
Kupang, yang telah mengijinkan penulis untuk melanjutkan tugas belajar pada
Program Doktor IImu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,
Surakarta, Angkatan 2013.

15. Bapak Yorhans Y. Nome, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum, Deddy
R. Ch. Manafe, S.H., M.Hum., sebagai Pembantu Dekan I, Vitus B. Wilhelmus,

Dekan Il, dan Deby F. Ng. Fallo, S.H.,

Itas Hukum, Universitas Nusa

S.H., M.Hum., sebagai Pemban

Cendana, Kupang, eﬁm n peny

um, Fa

s untuk mengikuti perkuliahan

yang memberikan beberap bahan pustaka serta sebagai ‘teman diskusi’
mengenai dunia keilmuan serta berbagai hal yang sangat bermanfaat dalam
penulisan disertasi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih
kepada Mbak Woro Tanya dan anak-anak: Yoan, Raja, Yosua, dan Yesica, yang
selalu ramah dan berlaku sebagai ‘tuan rumah yang baik’ setiap kali penulis
sekedar bertandang di rumah maupun untuk berdiskusi dengan Pak Bernard.

18. Bapak Dr. Ebenhaezer I. Nuban Timo, yang telah berdiskusi tentang berbagai hal
dan memberikan sejumlah buku yang berkaitan dengan tema atau judul disertasi
ini.

19. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Doktor llmu Hukum, Fakultas

Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, yang sangat membantu kelancaran

studi penulis: Mbak Diah, Mbak Leli, Pak Haryono, dan Mas Hari. Tanpa
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23.
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25.

bantuan dan perhatian mereka, pastilah penulis akan mengalami kendala-kendala
yang dapat mengganggu kelancaran studi penulis.

Teman-teman seangkatan di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Angkatan 2013. Semoga kita tetap kompak
dan senantiasa terikat tali silaturahim meskipun kita tidak selalu berkumpul
bersama lagi. Kalian adalah orang-orang yang akan selalu penulis kenang selama
hayat dikandung badan.

Teman-teman di Pgi@

seba Kota, SD Negeri 2
SMA Negeri Kupang,

Semua guriisaya ] ANi Geri'§eruel
Seba, SMP Negeri @ba sgfmuanya @ Pula¥igBabu, dj

peka, tidak disebut namanyadi sini demi menjaga nama baik maupun keamanan
diri mereka. Nama mereka disamarkan dengan menggunakan nama inisial.
Informasi yang mereka berikan sangat bermanfaat bagi disertasi ini.

Para informan dan enumerator: Aser P. Rihi Tugu, S.H., M.Si., John E.K.Tagi
Huma, S.H., M.Hum., Otlief R. Wewo, S.H., M.Hum., Drs. Jack Nawi, Rafael
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memberikan informasi atau mengumpulkan data di lapangan, yang bermanfaat
bagi penulisan disertasi ini.

Sahabat-sahabat saya, Dr. Dhey Wego Tadeus, S.H., M.Hum., Agustinus Hede
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ABSTRAK

Rudepel Petrus Leo, T311308014. “Indikasi Penyalah-gunaan Diskresi dalam
Penegakan Hukum Pidana di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.” Promotor:
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. Co. Promotor: Dr. Mohammad Jamin, S.H.,
M.Hum. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas
Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 2017

Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal terhadap perilaku
hukum aparat kepolisian yang pelakukan penyalah—gunaan diskresi dalam
melakukan penyelidikan_gaing ! s kejahatan berat yang terjadi.
Penelitian ini menggun@ kualitatif. Pengumpulan data
primer dilakukan di dan beberapa kabupaten di

yakni X2, C daft Cpaks, guna in SPSS 20). Sejumlah

narasumber yan dlwa 2 peroleh data kualitatif.

Hasil penelitia

1. Sebab-mu , gakan hukum pidana
oleh aparatikepolisias iri@tas: [apeh indepgnden yakni stratifikasi
sosial, mor i S€S - i danfkontrol sosial. Kedua
delapan variabel an antarat Il yang memunculkan
variabel ketig penylmpangan dalam

tidak dikemukakand @ependen yakni: agama atau
keyakinan, ras, je 3 tindak pidana tertentu yang
mendapat reaksi kerastmelebihiueaksi e 0eNis tindak pidana lainnya.

masyarakat pada aparat kepolisian. Koefisien korelasi antara kedua variabel
adalah “tinggi.” Hal tersebut berdampak sebagai berikut: Kepercayaan masyarakat
pada aparat kepolisian mempunyai pengaruh terhadap pemilihan tempat
masyarakat melapor/mengadu, dengan koefisien korelasi “tinggi.”

3. Model kebijakan yang dapat meminimalisasi praktik penyalah-gunaan diskresi
oleh aparat kepolisian (disebut “Model Kebijakan Integral”) dilakukan melalui:
Pertama, mengoptimalkan pengawasan diskresi kepolisian dengan upaya
preventif dan kuratif. Kedua, upaya represif yakni memberikan wewenang kepada
Kompolnas untuk menjatuhkan sanksi yang tegas. Ketiga, mengoptimalkan
pemberian hukuman secara tegas oleh pejabat kepolisian sehingga menimbulkan
efek takut atau jera pada pelaku. Keempat, pembentukan Komisi Kepolisian
Daerah di setiap provinsi agar mudah dijangkau masyarakat. Kelima, melibatkan
Kompolda, media massa dan organisasi sosial untuk mengawasi ketika ada
indikasi praktik penyalah-gunaan diskresi sehingga akan memaksa aparat
kepolisian untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum acara pidana yang
berlaku.

Kata kunci: Penyalah-gunaan diskresi, kepercayaan masyarakat pada hukum, model
kebijakan ideal.
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ABSTRACT

Rudepel Petrus Leo, T311308014. “Misuse of Discretion in Criminal Law
Enforcement at East Nusa Tenggara Regional Police.” Promoter: Prof. Dr.
Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. Co. Promoter: Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.
Dissertation. Doctoral Program of Law Science, Postgraduate Program, Faculty of
Law, Sebelas Maret State University, Surakarta, 2017.

This research is a non-doctrinal legal research on the legal behavior of police officers
who misuse discretion in conducting mvestlgatlon and investigation of serious
crlmes cases. This research 6 es@iiigl,qLalitative approach. Primary data
C Nusa Tenggara, and several

surrounding districts. PR 22 respondents (for quantitative
analysis ie X, C apf! Chya, 15 ‘;.,1' 5S 20). mber of resource persons
i i i - je results obtained are:

1. The reasong for al lawg enforcement by police
officers : social stratification
social mogpholog E0ci ani ialfControl. Second, eight
variables Dg i ' I that raises the third
variable as of irrggularities in the use of

discretion b les that experts do not
disclose as - § race, gender, age, and
certain types i 2 I pevond reaction to other types

of crime.
2. The practice of mis ence on public confidence in the
police apparatus. The Corré t between the two variables is “high.”

It affects the following: Community confidence in the police force has an
influence on the choice of place where people report/complain, with a “high
correlation coefficient.”

3. A policy model that can minimize the practice of discretionary abuse by police
officers (called “Integral Policy Model”) is done through: First, optimizing
police discretion control with preventive and curative efforts. Second, the
repressive effort of giving authority to Kompolnas to impose strict sanctions.
Third, to optimize the punishment expressly by police officers so that the effect
of fear or deterrent to the perpetrator. Fourth, the establishment of Regional
Police Commission in every province to be easily reached by the community.
Fifth, involving Kompolda, mass media and social organizations to supervise
when there are indications of misuse of discretionary practices that will force the
police to carry out their duties in accordance with applicable criminal procedural
law.

Keywords: Misuse of discretion, public trust in law, ideal policy model.
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